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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 05)
perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya
Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lampung Timur.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lampung Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lampung Timur.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas
rel

8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan
barang.

11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus
yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri
dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

13. Kendaraan Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya
ditumpu oleh kendaraan penarik.

14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

15. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis
mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus
serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

16. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, Keretaa Gandengan,
Kereta Tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan
terhadap persyaratan teknis dana laik jalan.

17. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara
berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
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18. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus
uji.

19. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku
yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan
wajib uji.

20. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat
logam yang berisi data dan egitimasi hasil pengujian berkala yang
ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan.

21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan
yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

22. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross
Tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).

23. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan untuk menghitung, menentukan
ukuran dan Tonage Kapal berdasarkan cara pengukuran yang berlaku
untuk penerbitan surat ukur.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan
bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

(1) Ketentuan pelaksanaan Pengujian yang meliputi pengujian kendaraan
bermotor dan Pengujian Kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor
kurang dari 7 (<GT.7);

(2) Retribusi Pengujian yang meliputi retribusi pengujian kendaraan bermotor
dan retribusi pengujian kendaraan bermotor di air yang terdiri dari
pengukuran, penerbitan pas tahunan, pemeriksaan konstruksi,
pemeriksaan pemesinan, penerbitan sertifikat keselamatan, pemeriksaan
perlengkapan, penerbitan dokumen pengawakan kapal dengan tonase
kotor kurang dari 7 (<GT.7);

BAB III

KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 3

Ketentuan pengujian kendaraan bermotor adalah :

(1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan bagi mobil penumpang
umum, mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta
gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan :
a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
b. pengesahan hasil uji.

(3) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

(4) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi :
a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;
d. karoseri; dan


